BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

E

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2015;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1926
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576)sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja  Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
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Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan




Peraturan Perundang-Undangan;

25 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 680);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN




MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

PENDAPATAN DAN BELANJA

ANGGARAN 2015.
Pasal 1

TENTANG ANGGARAN

DAERAH  TAHUN

Anggaran 2015 sebagai

706.513 .312.100,-
837.009.742.443 -

(130.496.430.343,-)

130.496.430.343,-

Rp. 37.276.000.000,-
Rp. 587.750.636.100,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 81.486.676.000,-

Rp.  4.036.200.000,-
Rp. 959.000.000,-
Rp. 10.060.000.000,-

Rp. 22.220.800.000,-

Rp. 268.548.302.100,-
Rp. 319.202.334.000,-
Rp. -

berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp.
2. Belanja Daerah Rp.
Surplus/ (Defisit) Rp.
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 165.496.430.343,-
b. Pengeluaran Rp. 35.000.000.000,-
Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.
Tahun Berkenaan
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b. Dana Perimbangan sejumlah
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah Sejumlah
b. Retribusi Daerah Sejumlah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
(4)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah
. Dana Darurat sejumlah

Rp: -

. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sejumlah Rp. 55.686.676.000,-

b
€
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi
e. Pendapatan Lainnya

Pasal 3

Rp. 25.800.000.000,-

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
b. Belanja Langsung sejumlah

Rp. 362.115.258.049,-
Rp. 474.894.484.394,-




(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 310.331.081.799,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. -
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. -
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 27.467.395.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.411.575.000,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 19.905.206.250,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 11.539.705.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 212.729.223.669,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 250.625.555.725,-
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 165.496.430.343,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 35.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 165.486.430.343,-
b. Pencairan dana Cadangan sejumlah Rp. =
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanRp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlahRp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -
g. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Rp. 10.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Bpe =
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah  Rp. 10.000.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 25.000.000.000,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD.

2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi.

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.




5. LampiranV Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah.

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah.

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya.

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

yang Belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran inl.

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan.

13. Lampiran XIII  Dalftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan.

apkan di Paringin

|

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 Agustus 2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2014 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN ( 82/2014)




Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor 10 TAHUN 2014
Tanggal 8 Agustus 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN JUMLAH
1 2 3

1 PENDAPATAN 706.513.312.100,00
Lu ik PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.276.000.000,00
[, Pendapatan Pajak Daerah 4.036.200.000,00
11:2 Hasil Retribusi Daerah 959.000.000,00
% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.060.000.000,00
1.1.4 Lain-lan Pendapatan Ash Daerah yang San 22.220.800.000,00
) DANA PERIMBANGAN 587.750.636.100,00
1201 Bagi Hasil Pajak/Bagr Hasil Bukan Pajak 268.548.302.100,00
1.2:2 Dana Alokasi Umum 319.202.334.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.486.676.000,00
14343 Dana Bagi Hasil Pajak dar Provinst dan Pemerintah Daerah Lainnya 55.686.676.000,00
1.3:6 Pendapatan Lainnya 25.800.000.000,00
2 BELANJA 837.009.742.443,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 362.115.258.049,00
P Belanja Pegawai 310.331.081.799,00
2 b8 Belanja Hibah 27.467.395.000,00
2:-1-.'5 Belanja Bantuan Sosial 3.411.575.000,00
vl (R0 4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 19.905.206.250,00
y S ¢ Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00
2-::2 BELANJA LANGSUNG 474.894.484.394,00
22l Belanja Pegawai 11.539.705.000,00
255202 Belanja Barang dan Jasa 212.729.223.669,00
2.2.3 Belanja Modal 250.625.555.725,00

SURPLUS / (DEFISIT) (130.496.430.343,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 165.496.430.343,00
Fa wil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 165.486.430.343,00
Bt tond Penenmaan kembal penyertaan modal 10.000.000,00
312 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.000.000.000,00
K10 A Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00
35k 3 Pembayaran Pokok Utang 25.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 130.496.430.343,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00

RINGKASAN APBD

Halaman 1




